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Abstract 

Stunting is a public problem whose solutions use various approaches, policies, models, or 
specific analyses. This paper analyzes policy with a policy context approach such as 
Griendle's concept. The choice of this analysis is based on the consideration that the policy 
context aspect is always a determinant of policy performance. Power, interests, and 
strategies of the actors involved; institution and regime characteristics; compliance; and 
responsiveness. This research used qualitative methods, and the results were analyzed 
descriptively. The research location was in Kupang Regency, with overall observations 
including the center, the periphery, and the target groups. Data collection was organized 
using structured interviews, observation, and document study. The results show varied 
implementation performance between the observed areas due to the policy context, even 
though stunting prevention and reduction policies are based on and supported by the same 
policies and street-level implementation. It can be concluded that the policy context always 
determines implementation performance, and it is recommended that implementors always 
be more intensive and active in paying attention to variations in the policy environment. 
Keywords: Implementation, Prevention, Reduction of Stunting 
 

Abstrak 
Stunting merupakan sebuah public problem yang solusinya menggunakan berbagai 
pendekatan, kebijakan, model ataupun analisis tertentu.  Tulisan ini diarahkan pada 
analisis kebijakan dengan pendekatan konteks kebijakan seperti gagasan Griendle.  Pilihan 
analisis ini lebih didasari atas pertimbangan aspek contex kebijakan selalu merupakan 
determinan kinerja kebijakan. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang 
terlibat (power, interest and strategies of actors involved), karakteristik rejim dan institusi 
(institution and regime characteristics), kepatuhan dan daya tanggap (compliance and 
responsiveness). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan hasilnya dianalisis 
secara deskriptif. Lokasi penelitian di Kabupaten Kupang dengan keseluruhan amatan 
meliputi the centre, the pheriphery and the target groups. Pengumpulan data dilakukan 
dengan wawancara terstruktur, observasi, studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan 
terdapatnya performance implementation yang bervariasi antarwilayah amatan sebagai 
akibat konteks kebijakan meskipun implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan 
stunting didasari dan didukung oleh kebijakan dan street  level implementation yang sama. 
Simpulan yang dapat disampaikan bahwa konteks kebijakan selalu menentukan kinerja 
implementasi serta disarankan agar implementor selalu lebih intens dan aktif 
memerhatikan variasi lingkungan kebijakan. 
Keywords: Implementation, Pencegahan, Penurunan Stunting 
              

 
1. Pendahuluan  

Salah satu penentu kualitas sumber daya manusia adalah kesehatan, inilah alasan yang 
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menjadikan kesehatan sebagai salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 (Bappenas, 

2019).  Pencapaian aspek kesehatan ini merupakan tantangan pemerintah Indonesia yang 

hingga saat ini masih mengalami permasalahan seputar peningkatan kualitas kesehatan 

masyarakat. Dampak jangka pendek tergambar pada resiko yang lebih besar pada morbiditas 

dan mortalitas, sementara dampak jangka panjang terlihat dalam bentuk obesitas, tubuh yang 

pendek di usia dewasa, perkembangan kognitif yang buruk, serta produktivitas dan 

pendapatan yang lebih rendah  (Dewey & Begum, 2011; Maulina et al., 2023).  

 

Gambar 1. Prevalensi stunting Kabupaten Kupang Tahun 2019-2023 (Sumber: Berbagai 
sumber diolah oleh peneliti, 2023) 

 
Kabupaten Kupang merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

dengan prevalensi stuntig yang tinggi. Berdasarkan gambar 1, diketahui selama lima tahun 

terakhir (2019-2023) terjadi penurunan presentase stunting. Pemerintah Kabupaten Kupang 

telah menargetkan penurunan prevalensi stunting ke 9.3% pada tahun 2024. Upaya 

penurunan prevalensi ini dilakukan melalui penetapan kebijakan, pembentukan tim 

terintegrasi pencegahan dan penurunan stunting lintas OPD serta melakukan pendekatan 

collaborative governance dengan untuk penurunan persentase di seluruh wilayah kabupaten. 

 Kebijakan merupakan tindakan yang memiliki tujuan dan cara untuk mencapainya 

(Cashore, 2014). Pemerintah Kabupaten Kupang sejak tahun 2019 telah mengeluarkan 

Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2019 tentang Percepatan pencegahan Stunting. 

Selanjutnya, pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Kupang kembali mengeluarkan 

Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang 

Nomor 49 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Implementasi 

kebijakan tersebut iharapkan dapat menurunkan dan mencegah stunting, khususnya agar 

tercapai target prevalensi 9.3% pada tahun 2024.  

Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang menjadi perhatian pemerintah dan 

mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan (Demir, 2021; Winanda et al., 2021). 

Penerapan kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kupang dilakukan 
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melalui strategi intervensi terintegrasi yang meliputi intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.   

Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang beranggapan bahwa tingginya stunting di kabupaten 

ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti anggaran untuk pelaksanaan program yang 

terbatas, masih rendahnya koordinasi antara OPD dan masih kurangnya perhatian dan pola 

asuh orang tua terhadap Balita stunting, faktor lingkungan fisik, lingkungan sosial dan 

ekonomi serta budaya. Adanya berbagai hambatan dalam proses implementasi kebijakan ini, 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memang merupakan sebuah proses yang 

kompleks (Hudson et al., 2019).  Gagalnya pencapaian tujuan kebijakan dalam proses 

implementasi juga disebabkan tidak adanya jaminan kebijakan yang dipilih dikomunikasikan 

dengan baik oleh target, sehingga memberikan hasil yang diinginkan (Coleman et al., 2021).  

Grindle (2017) menjelaskan implementasi kebijakan sebagai suatu proses umum dari 

tindakan-tindakan administratif. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan sebagain 

besar ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content 

of policy) dan konteks implementasi (context of policy). Merujuk pada model implementasi 

kebijakan Merilee Grindle (2017), permasalahan  kurangnya perhatian dan pola asu dari orang 

tua dan kurangnya dukungan dari masyarakat dalam implementasi kebijakan stunting 

merupakan permasalahan dari sisi lingkungan kebijakan (context of policy). Dimensi-dimensi 

dari lingkungan kebijakan (context of policy) terdiri atas (1) kekuasaan yang berkaitan dengan 

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat (2) karateristik lembaga dan penguasa, (3) 

kepatuhan daya tanggap(Mangkuto & Widiyanto, 2019; Mubarok et al., 2020). 

Permasalahan dalam upaya pencegahan dan penurunan prevalensi stunting, khususnya 

dalam proses implementasi kebijakannya seperti; keterbatasan tenaga kesehatan masyarakat 

(Miranda et al., 2023), motivasi dari kader dalam pencegahan stunting (Mediani et al., 2022), 

kondisi masyarakat yang kurang pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pencegahan 

stunting  (Nurva et al:2023); Imanuel, (2022), kurangnya dukungan  dari masyarakat karena 

adanya anggapan stunting terjadi karena keturunan Fallo, (2020). Penelitian yang secara 

khusus mengkaji konteks/ lingkungan kebijakan yang turut berdampak dalam proses 

implementasi suatu kebijakan. Kebijakan terkait penurunan stunting, padahal seperti yang 

disampaikan oleh Grindle (2017) konteks kebijakan merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab penelitian: bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan 

penurunan stunting di Kabupaten Kupang dengan menggunakan analisis lingkungan 

kebijakan (context of poliy). Penanganan dari masalah stunting perlu dilakukan sesuai dengan 

aturan dan masalah yang menjadi esensi yang diatur oleh pemerintah. 
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2. Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

mempertimbangkan masalah yang diangkat. Lokasi penelitian di Kabupaten Kupang; 

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi serta studi dokumen 

yang telah dipublikasikan oleh pemerintah Kabupaten Kupang. Penentuan informan 

menggunakan teknik purposive, Keseluruhan amatan meliputi semua organisisasi dan 

aktivitasnya berkaitan dengan implementasi pencegahan dan penurunan stunting yang 

meliputi: a) OPD pelaksana program pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten 

Kupang b) camat. lurah dan kepala desa di Kabupaten Kupang; c) kepala Puskesmas dan kader 

Posyandu.  Fokus  dalam penelitian adalah konteks kebijakan seperti yang digagaskan oleh 

Grindle meliputi: a) kekuasaan, kepentingan serta strategi aktor yang terlibat dalam hal ini 

kewenangan seperti yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2021. b) 

karakteristik lembaga dan penguasa, dalam hal ini sikap dan ciri organisasi pelaksana dan 

street level implementation c) kepatuhan dan daya tanggap, dalam hal ini terkait ketaatan 

terhadap aktivitas yang distrukturkan serta sensivitas terhadap kondisi sosial, ekonomi dan 

budaya para street level implementation. 

Implementasi kebijakan merupakan tahapan dimana pemerintah menetapkan sebuah 

kebijakan untuk dilaksanakan, baik itu oleh lembaga pemerintah, lembaga swasta, ataupun 

masyarakat. Implementasi bukanlah sebuah proses yang mudah dalam kebijakan publik, hal ini 

seperti yang diungkapkan oleh (Howlett & Ramesh, 1995) bahwa implementasi program 

kebijakan, tidaklah sesederhana perencanaan, hal ini berkaitan dengan sifat dari masalah yang 

ditangani, keadaan lingkungan sekitar, atau organisasi sebagai penanggung jawab atas 

program yang diberikan.  

Stunting merupakan hasil dari kombinasi faktor gizi yang tidak memadai dan kondisi 

lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan anak. Faktor- faktor seperti kekurangan gizi, 

infeksi berulang, akses terbatas ke air bersih, dan kurangnya perawatan kesehatan yang 

memadai dapat menyebabkan terjadinya Stunting pada anak anak. Ketika tidak pendidikan 

rendah, pengetahuan tentang gizi yang seimbang dan cara memilih dan mempersiapkan 

makanan bergizi mungkin terbatas (Nurcahyani & Chandra, 2023; Sufri et al., 2023).  

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor  

Kepala daerah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab pencegahan stunting 

kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten 

3. Hasil dan Pembahasan
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Kupang (BP4D) dan dibantu oleh Tim Percepatan Pencegahan Stunting, Tim ini bertugas 

melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan sektor dalam upaya 

pencegahan stunting; mengkaji dan menganalisis permasalahan stunting dan perbaikan gizi; 

merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program pencegahan stunting; dan 

melaksanakan mapping (pemetaan) peran lintas sektor terkait dengan pencegahan stunting; 

serta melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan stunting. Tim koordinasi 

penanganan stunting di Kabupaten Kupang terdiri atas tim koordinasi tingkat kabupaten, yang 

terdiri atas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (P2KB3A) yang merupakan leading sector dalam pelaksanaan 

kebijakan ini, BP4D, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan Kepemudaan dan olaraga serta Dinas sosial.  Tim koordinasi tingkat kecamatan 

terdiri atas camat yang bertanggung jawab sebagai koordinator percepatan pencegahan 

stunting di wilayah kecamatan. Dan tim tingkat desa dan kelurahan sebagai tim pelaksana yang 

memiliki peranan paling penting dalam mendukung pelaksanaan program pencegahan dan 

penurunan stunting di Kabupaten Kupang, karena merupakan pihak yang bersentuhan 

langsung dengan kelompok sasaran. 

Pemerintah kabupaten Kupang juga mengeluarkan pelayanan tiga meja dalam 

menuntaskan stunting, yaitu: meja pertama; registrasi peserta oleh kader, meja kedua; 

melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, meja ketiga; pencatatan 

hasil pengukuran berat dan tinggi badan oleh kader Posyandu, belum ada sosialisasi dari kader 

Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan P2KB3A, Dinas Sosial dan dinas lainnya. Ini 

menunjukkan komitmen yang masih rendah oleh lembaga pelaksana, padahal komitmen 

pelaksana merupakan unsur penting untuk mendukung implementasi kebijakan (Mirasherly et 

al., 2023).  

Upaya penanganan stunting dilakukan dengan mengoptimalkan peran pemerintah 

secara lintas OPD, kecamatan dan pemerintah desa/lurah agar terjadi percepatan pencegahan 

dan penurunan stunting. Kebijakan khusus penanganan stunting di dilakukan melalui 

Peraturan Bupati Kupang, Nomor 49 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 

dengan tujuan Perbaikan pola konsumsi, Perbaikan Perilaku sadar gizi, Peningkatan akses dan 

mutu pelayanan gizi, dan Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi dengan sasaran 

Remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dibawah usia 6 bulan dan anak 

usia 7 – 23 bulan.  

Terkait dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor dalam implementasi 

kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kupang pada prinsipnya 
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dilaksanakan seperti yang telah diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019; 

mulai dari bupati sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memberikan tanggung jawab 

kepada tim percepatan penurunan stunting lintas OPD secara terpadu. Pada tataran normatif 

kebijakan ini diharapkan dapat diimplementasikan secara terintegrasi lintas OPD, kolaboratif 

serta terpadu, koordinasi ini penting untuk memastikan kohorensi kebijakan ditingkat 

pemerintahan (Bolger & Doyon, 2019; Yu et al., 2022), kolaborasi antara pemangku 

kepentingan dapat menghasilkan program pengurangan stunting yang sukses (Hayu, 2023) 

oleh karena itu implementasi kebijakan stunting di Indonesia penting dilakukan melalui 

kolaborasi lintas sektoral (Miranda et al., 2023).  

 Berdasarkan hasil observasi ditemukan hanya beberapa OPD yang secara aktif dan 

intensif terlibat penuh dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten ini 

meskipun juga terbaca bahwa masing-masing OPD selalu berusaha mengejar/mencapai kinerja 

instansinya. Ditemui juga data yang menunjukkan bahwa beberapa OPD sering tidak hadir pada 

saat kegiatan di Posyandu serta ketika rapat koordinasi tim di level kabupaten beberapa OPD 

hanya mengirimkan stafnya (meskipun diketahui bahwa rapat koordinasi akan menghasilkan 

keputusan strategis). Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KB3A) diketahui hingga saat 

ini dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting masih belum sepenuhnya dapat 

berjalan dengan baik karena masih kurangnya koordinasi oleh setiap lembaga pelaksana, 

padahal berbagai hasil penenelitan membuktikan koordinasi antara multi sector mampu 

menurunkan prevalensi stunting (Herawati & Sunjaya, 2022), koordinasi juga menjadi penting 

karena memastikan tujuan organisasi tercapai dengan cara yang efektif dan efisien (Afandi et 

al., 2023) 

Kebijakan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, telah terjadi penurunan 

prevalensi stunting di Kabupaten Kupang seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, meskipun 

terdapat variasi perkembangan di setiap kecamatan, diketahui terdapat tiga kecamatan yaitu 

Kecamatan Amarasi Selatan, Kecamatan Amfoang Timur dan Kecamatan Takari yang 

mengalami peningkatan atas prevalensi stunting dari tahun 2022 ke tahun 2023. Selain itu 

masih terdapat 22 Kecamatan dengan prevalensi stunting di atas 10%, sehingga untuk 

mencapai target 9.3% di tahun 2024 masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten 

Kupang.  

Hasil wawancara dengan Kabid Kesmas kabupaten Kupang juga menunjukkan bahwa 

hampir sebagian besar OPD yang telibat dalam tim percepatan pencegahan stunting tidak 

bekerja secara optimal; selanjutnya dikatakan bahwa sebagian besar OPD hanya berorientasi 
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pada kinerja OPDnya dan bukan  sinergitas performance policy disamping itu memang disadari 

bahwa aspek ekonomi, social (Subramanian et al., 2016), serta aspek lingkungan fisik keluarga 

yang terindikasi stunting turut menentukan (Ademas et al., 2021).  

 

Gambar 2. Prevalensi stunting Kabupaten Kupang Tahun 2022 dan 2023 (Sumber: Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kupang (2023) 

 
Selanjutnya berkaitan dengan strategi implementor kebijakan pencegahan dan 

penurunan stunting di Kabupaten Kupang merujuk kepada strategi nasional percepatan dan 

pencegahan stunting periode 2018- 2024. Hasil wawancara dengan Kabid Dinas BP4D 

diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai implementor kebijakan ini menyusun dan 

melaksanakan program kerja dengan merujuk kepada dua kegiatan utama yaitu intervensi gizi 

spesifik dan intervensi gizi sensitive. Hasil wawancara dengan Pengelola gizi Dinkes Kabupaten 

Kupang berkaitan dengan pelaksanaan intervensi gizi spesifik oleh sektor kesehatan dilakukan 

secara berjenjang, mulai dari Dinas Kesehatan sebagai tim koordinasi di tingkat kabupaten, 

Kepala UPT Puskesmas sebagai tim koordinasi tingkat kecamatan dan bidan desa, PL KB, kader 

Posyandu, sebagai pelaksana di tingkat desa atau kelurahan. Strategi yang digunakan untuk 

memperkuat koordinasi dan komunikasi dari para pelaksana mulai dari tingkat kabupaten 

hingga tingkat desa atau kelurahan adalah dengan melakukan pertemuan rutin setiap 3 bulan 

dan 6 bulan sekali untuk memberikan laporan terkait perkembangan dan hambatan dalam 

pelaksanaan program kerja di lapangan. Walaupun, di dalam Peraturan Bupati Nomor 49 

Tahun 2019 dijelaskan bahwa pelaksana dari program intervensi gizi spesifik adalah sektor 

kesehatan, namun berdasarkan hasil penelitian diketahui berbagai OPD lainnya juga turut 

terlibat dalam melakukan kegiatan ini, seperti Dinas P2KB3A yang bekerjasama dengan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan memberikan pemahaman kepada remaja putri di sekolah-sekolah 
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terkait kesehatan reproduksi dan pola hidup sehat, selain itu juga dilakukan pembagian tablet 

tambah darah bagi remaja putri di sekolah-sekolah setiap bulan. 

Kegiatan intervensi gizi sensitif, yaitu program yang ditujukan untuk pembangunan dan 

pengembangan akses kesehatan sepeti perbaikan jalan desa, penyediaan air bersih 

(Pamsimas), usaha pertanian komoditi lokal serta dilakukan melalui upaya perubahan perilaku 

masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini juga dilakukan secara berjenjang mulai dari OPD di 

tingkat Kabupaten yaitu; Dinas P2KB3A yang melakukan program Percepatan Penurunan dan 

pencegahan stunting melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif, dengan melakukan 

pencegahan dari hulu, yaitu melalui pembinaan kepada pasangan yang akan menikah, ibu 

hamil, dan ibu pasca melahirkan dari usia 0-59 bulan. Pembinaan kepada pasangan yang akan 

menikah diberikan berupa edukasi seksual dan reproduksi, serta edukasi gizi pada remaja yang 

dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolah.  

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga terlibat dalam implementasi pencegahan 

dan penurunan stunting melalui program pemberian benih sayuran dan anakan kelor. Dinas 

Pendidikan dan kebudayaan menyelenggarakan program kerja untuk mendukung upaya 

pencegahan dan penurunan stunting mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga merupakan OPD yang terlibat 

kerjasama langsung dengan pihak NGO Save the Children dan Nutrition International untuk 

menyelenggarakan kegiatan edukasi kesehatan dan gizi melalui program Better Investment for 

Stunting Alleviation (BISA) di tingkat SD dan SMP. Dinas Sosial melakukan pendataan kepada 

masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin di Kabupaten Kupang baik itu yang 

terdampak stunting ataupun yang mengalami kemiskinan ekstrim, sehingga data ini dapat 

digunakan untuk pemberian bantuan. Kegiatan intervensi gizi sensitif di tingkat Desa atau 

Kelurahan dilakukan oleh Kader Posyandu, Bidan Desa, PL KB dan juga tokoh-tokoh agama 

yang dilibatkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait stunting dan upaya 

pencegahan stunting. Pelibatan berbagai pihak diharapkan menjadi cara yang startegis dalam 

menurunkan stunting (Azizah, 2023; Botero-Tovar et al., 2020; Permatasari et al., 2022). 

Salah satu program yang digagas Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini untuk 

mendukung strategi nasional pencegahan dan penurunan stunting adalah Program Orang Tua 

Asuh. Program ini menggunakan strategi pelibatan seluruh Kepala OPD Kabupaten Kupang, 

Anggota Legislatif dan juga Kepala Lembaga Negara yang berada di Kabupaten Kupang seperti 

Kapolsek dan Kepala Kejaksaan sebagai orang tua asuh bagi anak stunting. Orang Tua Asuh 

akan terlibat untuk memberikan bantuan dan memperhatikan anak stunting, sehingga 

diharapkan mendukung percepatan pemulihan kondisinya menjadi anak yang sehat.  
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2) Karakteristik Lembaga dan Penguasa 

Indikator berikutnya yang harus diperhatikan dalam konteks implementasi kebijakan 

adalah karakteristik lembaga dan penguasa. Implementasi kebijakan terjadi dalam lingkungan 

kelembagaan tertentu dan membutuhkan struktur dan organisasi tertentu untuk 

melaksanakannya, yang mengalokasikan kekuasaan pengambilan keputusan dan menciptakan 

peran-peran tertentu dalam proses implementasi (Sager & Gofen, 2022). Keunggulan yang 

dimiliki oleh lembaga pelaksana dapat menjadi faktor kunci dalam tata kelola yang efejtif dalam 

pelaksanaan kebijakan (Dong et al., 2022). Dalam implementasi setiap kebijakan diperlukan 

keterbukaan dan kejelasan setiap rincian kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana sehingga 

dapat dipahami pada street level implementation, dan tidak menimbulkan kebingungan 

(Rahmadanita et al., 2019). Implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di 

Kabupaten Kupang telah dijelaskan dilakukan secara berjenjang mulai dari koordinasi tingkat 

Kabupaten, koordinasi tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat desa dan kelurahan.  

Merujuk pada sistem pelaksanaan yang berjenjang ini maka menuntut OPD atau pihak 

yang terlibat memiliki keterbukaan untuk bekerjasama yang baik melalui komunikasi dan 

koordinasi dua arah, sehingga informasi khususnya terkait kejelasan program kerja dapat 

tersampaikan dengan baik. Untuk mendukung koordinasi dan komunikasi ini, dalam isi 

kebijakan telah ditentukan pihak-pihak yang diberi kewenangan sebagai koordinator mulai 

dari BP4D di tingkat kabupaten dan camat di tingkat kecamatan.Permasalahan dalam lembaga 

pelaksana kebijakan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Kupang terjadi dalam 

penyelenggaraan program orang tua asuh sesuai dengan hasil wawancara dengan Camat 

Kupang Tengah, pihaknya menyampaikan bahwa pelaksanaan Program Orang Tua Asuh di 

Kecamatan Kupang Tengah belum berjalan dengan maksimal.  

Kurangnya koordinasi antara dirinya sebagai Camat yang bertanggung jawab pada 

tingkat kecamatan dan para orang tua asu, menurutnya hal ini terjadi karena diri nya selaku 

camat sungkan untuk menghubungi dan mengklarifikasi terlebih dahulu terkait program ini 

kepada Kepala OPD dan juga Pimpinan Lembaga Negara yang berada di Kabupaten Kupang 

karena perbedaan struktur Jabatan, Camat adalah Pejabat Eselon III sementara Kepala Dinas 

adalah pejabat Eselon II. Adanya permasalahan komunikasi karena struktur jabatan ini 

menggambarkan belum adanya kejelasan peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan 

kebijakan, padahal kejelasan akan peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-

masing bagian sehingga dapat mendukung kinerja organisasi baik secara individu dan juga 

mendukung upaya kerjasama antar orgnaisasi (Gil-Garcia et al., 2019). Kesadaran paling 

penting dalam proses penerapan kebijakan perlu untuk dimiliki oleh setiap instansi yang 
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berkepentingan dengan masalah tersebut (Alim et al., 2022). 

3) Kepatuhan dan Daya Tanggap 

Grindle, (2017) menjelaskan bahwa kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebijakan 

juga merupakan faktor penting yang harus terpenuhi dalam konteks kebijakan. Kepatuhan dan 

daya tanggap dalam kajian ini ditinjau dari 2 perspektif, yaitu dari implementor kebijakan 

pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Kupang (OPD) dan dari masyarakat yang 

menjadi sasaran kebijakan. Secara umum dapat dikatakan bahwa kepatuhan dan daya tanggap 

belum terklasifikasi baik. Pandangan ini sesuai dengan hasil observasi di tingkat Posyandu; 

terlihat bahwa meskipun telah disediakan 5 meja pelayanan yang seharusnya ditempati oleh 

petugas yang berasal dari OPD yang ditetapkan dalam SK Bupati tentang pencegahan dan 

penurunan stunting akan tetapi rata-rata setiap kegiatan hanya dihadiri oleh petugas 2 OPD; 

sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disampaikan 

bahwa setiap rapat koordinasi tim OPD kabupaten biasanya hanya dihadiri ± 4 OPD 

disampaikan juga bahwa OPD yang hadir itupun hanya menampilkan data yang diterimanya 

dan bersumber dari Dinkes. kepatuhan dan daya tanggap belum terklasifikasi baik menjadi 

penyebab kebijakan tidak dapat sepenuhnya diimplementasikan dengan baik (Lambali;, 2022); 

Sebenarnya OPD yang berada dalam tim pencegahan dan penurunan stunting  dapat 

terlibat optimal jika ditunjang dengan anggaran yang disiapkan oleh daerah --- tetapi 

kenyataannya anggaran yang bersumber dari APBD tidak tersedia dan selama ini dana yang 

digunakan oleh OPD bersumber dari dana operasional dinas yang sangat terbatas; anggaran 

yang terbatas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target dari 

kebijakan stunting di Indonesia(Milwan & Sunarya, 2023), disamping itu program-program 

yang diusulkan oleh OPD dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di kabupaten ini 

sangat tergantung kepada persetujuan pemerintah pusat. 

 Implikasi lanjutnya adalah OPD yang terlibat dalam tim pencegahan dan penurunan 

stunting lebih berorientasi kepada kinerja OPDnya sesuai dengan Tupoksi yang ada. Dipihak 

lain pemerintah desa sebagai pihak yang diharapkan memiliki kepatuhan dan daya tanggap 

yang tinggi, belum menampilkan peran yang bermakna, padahal peran aktif dari pemerintah 

desa merupakan sesuatu yang penting dibutuhkan dalam kebijakan stunting (Indra & 

Khoirunurrofik, 2022). Hal ini terlihat dari hampir semua dana transfer pemerintah pusat 

hanya untuk membeli pangan lokal seperti: sorghum, beras merah, tempe/tahu, ikan, telur 

ayam/puyuh, kelor serta pembayaran honor kader; tidak terdapat desa yang mengalokasikan 

dana pusat (20%) untuk pemberdayaan keluarga yang memiliki anak stunting seperti: 

menanam sayur, ternak ayam lokal, menamam sorghum. Selain hal yang disampaikan ini, 
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kepekaan terhadap kondisi fisik keluarga yang memiliki anak stunting juga dapat dikatakan 

sangat rendah --- Data Dinas perumahan,kawasan pemukiman dan pertanahan Kabupaten 

Kupang  tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 24.669 rumah yang masuk dalam katagori 

tidak layak huni.  Klasifikasi standar kesehatan WC sehat di Kabupaten Kupang juga 

menunjukkan masih terdapat 2.763 WC tidak sehat dan menumpang WC 1.521. 

Kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran juga menjadi faktor yang 

mempengaruhi. Permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya daya kepatuhan 

dan daya tanggap masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Hasil wawancara dengan 

Kasubsi Kesehatan Masyarakat, Pengelolaan Gizi Puskesmas dan Bidan Desa menunjukkan 

hasil yang sama terkait kurangnya daya tanggap dan kepatuhan masyarakat, yang juga menjadi 

faktor dominan masih tingginya angka stunting di Kabupaten Kupang. Selanjutnya dijelaskan, 

walaupun telah diadakan sosialisasi, pendampingan, bahkan pemberian bantuan, dan juga 

program pemberian makanan terpadu, hingga kini masih sulit merubah pola pikir dan perilaku 

masyarakat untuk hidup sehat. Sementara itu dari pihak masyarakat, yaitu orang tua dari anak 

stunting berdasarkan hasil penelitian mengakui bahwa masih sulit bagi mereka untuk 

menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, mereka masih 

sangat bergantung pada bantuan pemerintah (PKH), pihak pemerintah desa ataupun 

Puskesmas, hal ini dikarenakan keterbatasan ekonomi dan juga keterbatasan waktu, orang tua 

yang mayoritas petani dan pedagang harus menitipkan anak Balita untuk diasuh oleh nenek 

atau pihak keluarga lainnya yang implikasinya kurang memerhatikan komposisi gizi makanan 

yang dikonsumsi oleh anak.  Jenis pekerjaan selalu menentukan tingkat pendapatan --- seperti 

diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga yang anaknya terklasifikasi stunting adalah 

buruh tani musiman.   

Secara umum diketahui penyebab stunting diantaranya: pola asuh yang kurang baik, 

kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan makanan yang bergizi, rendahnya akses 

rumah tangga ke makanan bergizi (akibat rendahnya pendapatan), rendahnya akses terhadap 

air bersih dan sanitasi. Hasil wawancara dengan kader Posyandu dapat disampaikan: sebagian 

besar orangtua Balita stunting hanya menempuh pendidikan dasar dan atau menengah 

sehingga kurang memahami makna, konsekuensi dan dampak stunting yang selanjutnya 

berpengaruh terhadap pola asuh, pola asupan, serta perhatian dan penanganan terhadap anak 

stunting. Masih terdapatnya pandangan masyarakat berkaitan dengan pantangan selama 

kehamilan seperti: memakan jagung pipil, kerak nasi, telor serta daging olahan seperti abon 

dan dendeng termasuk suami dari ibu hamil tidak boleh membunuh hewan; selain itu terdapat 

kebiasaan ibu menyusui membuang air susunya sebelum diberikan kepada anaknya karena 
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menganggap basi air susunya tersebut.  

 

4. Simpulan  

Hasil penelitian dan analisis terhadap konteks kebijakan dengan bersandarkan kepada 

pemikiran Grindle, dapat disampaikan beberapa simpulan berkaitan dengan implementasi 

kebijakan Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kabupaten Kupang: a) kekuasaan, 

kepentingan dan strategi aktor; secara normatif aliran kekuasaan, kepentingan dan strategi 

aktor dalam implementasi kebijakan pencegahan  dan penurunan stunting di Kabupaten 

Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2019; meskipun 

demikian ditemukan hanya beberapa OPD yang secara aktif dan intensif terlibat penuh serta 

masing-masing OPD selalu berusaha mengejar/mencapai kinerja instansinya. Selanjutnya 

dapat disampaikan bahwa beberapa OPD sering tidak hadir ketika dilakukan rapat koordinasi 

tim di level kabupaten. b) karakteristik lembaga dan penguasa; berkenaan dengan subfokus 

yang disampaikan yaitu kesediaan mengalokasikan SDM dan anggaran serta waktu bahwa 

sebagian besar OPD telah mendukung implementasi kebijakan pencegahan dan penurunan 

stunting meskipun tetap terikat pada kinerja organisasinya serta dalam pelaksanaannya sangat 

tergantung kepada anggaran pusat karena tidak tersedianya anggaran berkaitan dengan 

implementasi kebijakan.  c) kepatuhan dan daya tanggap, secara umum dapat dikatakan bahwa 

kepatuhan dan daya tanggap baik oleh implementor maupun oleh target groups belum 

terklasifikasi baik.  
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